e i e Ty ——— T

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN
NOMOR: 01 TAHUN. 1976
TENTANG
RUMAH - SAKIT

- DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA,: | '
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN,

Menimbang: Bahwa Peraturan Dacrah Kabupaten Kebunen tehtang Runah Sakit -~ Waum
yani ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1964 perlu ditinjau dan diatur

kembali karcna sudah tidak scsuai lagi dengan keadaan serta kcebutuhan .

%engingat:1.Undan@—mhdan@ noe5 Tahun 1974 tentang Pokok~Pokok Penerintahan di Da
crah} .
2eUndang-Undang noel3 Tahun 1950 tentang Penbentukan Dacrah Kabupaten
dalan lingkungan Propinsi Jawa Tengah joe.Peraturan Pemerintah noe 32
Tahun 19503

3eUndang-Undang no. 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umun Retribusi “

Dacrah,

Jengan persctujuan Dewan Perwalkkilan Rakyat Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Kec
duriern, 2

MEMUTU SK AN s

Ienctapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RUMAH~
SAKIT."

BAB,I,
KETENTUAN UMUM,
Pasal 1,

Jalan Peraturan Dacrah ini yang dimaksudkan dengane
-e8eBupati Kcpala Dacrah & Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kecbumone
-~ beKepala Dinas Keschat
an Kabupaten ! Kcepala Dines Keschatan Kabupaten Dacrah Tingkat II Ke
bumen, :

CeKcpala Rumah Sakit * Dokter ydng diéngkat clch Bupati Kepala Daerah .Ting5

kat IT Kebumen untuk mengepalai Rumah Sakit,

Suatu tempat yang diusaheutan olch Pemerintah Daerah
Kabupateh Daerah Tingkat II Kebunen untuk merawat dan
nengobati orang-oran; sakit dengan perawatan pasicn -
dalan, '

deRunah Sakit

*ceP crawatan ¢ pengobatan blasa,penjobatan oleh Dokter ahli (spesia-

lis) ,pengobatan kebidanan,pemnakaian alat-alat'(utensi
lien),perawatan olch negawai-pegawal perawate
f. P enmondokan ¢ .pcmondokan,pemberian makan,pencucian pakalane
BePerintis Keriecrdekaan & morcka yang dimaksud dalanm Peraturan Pcrerintah no,39
Tahun 1958,
heVeteran Pejuang
‘Kencrdekaan

nereka yang dinaksud dalan Undang-Undang noes?75 Tahun
1957«

angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daorah Kabupaten Dae-
rah Tingkat IT Kebunene

ieAngrota Dewan

jePescrta Asuransi

Keschatan pegawai Negeri/Dacrah, penerima pensiun Negeri/Daerah

penerina Pensiun~janda Negeri/Dacrah, penerima Pensi- -

un Yatim-Platu Negeri/Dacrah yang nenjadi pescrta Da-
na Asuransi Kesehatan Pegawai.,
keAnggota Angkatan
Bersenjata
lePenderita Kehakinan

angiota Angkatan Darat/Kaut/Udara dan Kepolisiane

nara-pidana atau mereka yang berstatus tahanan yang
harus da-obati. . .
lleGolongan . tidak maimpu : a.ncreka yang sana sekali tidak nampu nenbayar bea-ya

. o0

ponondokan dan harga obat-obat, dibuktikan dengaon

scbuah surat-keterangan dari yang berwenange
bericrcka yang diasuh Panti/Rumah Yatinm~piatu,badan~ba
dan anal/SOSial'yang discelenggarakan olch . Negaia/
Swasta, dibuktikan dengan schuah kcterangan yang di
buat olch Pensurus Panti/Rumah/Badan dinaksud,
nelU mm u n ¢ nercka yan; tidak termesuk dalam salah satu golongan
terscbut hurug g sanpai dengan m, :
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’aasnvgota keluargas . B
asisteri/isteri-isteri atau suami yang sah. _
bsanak-anak sah, anak-anak yang disahkan menurut hukum, anak-anak angkat anak

anak tiri, kesemuanya yang belum pernah kawin, belum berumur 18 tahun dan
masih menjadi tanggungan Kepala Keluargae.

3eKartu Tanda Pengenal:
.Selain Tanda Pengenal peserta Asuransi Kesehatan, juga Tanda Pengenal yang di

keluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,khu
sus untuk keperluan beraebat bagi:

asPerintis Kemerdekaan;
bsVeteran Pejuang Kemerdekaan;

ceAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kcbumen
beserta keluarganya,.

LeSurat-Keterangans

asschelal surat yang dikeluarkan/dibuat oleh Instansi Kehakiman/Kejaksaan/Ke-
polisian untuk keperluan pengobatan penderita Kehakiman.

besechelai surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat yamsg
bersangkutan untuk keperluan pengobatan mercka yeong tidak mampue

ceschelal surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Panti/Rumah Yatim-Piatu, Badan-

badan amal/sosial baik Negara maupun Swasta, untuk keperluan pengobatan seo=-

rang yeng diasuh dalan Pantl/Rumah badan-badan amal/3051a1 tersebut.

BAB.IT,
PERAWATAN DAN PEMONDOKAN,

Baglan Pertama
Penentuan mondok.
Pasal 2.

Kepala Rumah Sakit menentukan apakah seseorang penderita porlu dirawat dan non
dok dalam Rumah Sakite

Bagian kedua,. :
Penyerahan Kartu Tanda Pengenal, surqt-keterangan.
Pasal 3 .

Sescorang yang akan dirawat dan mondok, dia atau keluarganya/penanggung—aawabnya
diharuskan menycrahkan-kepada Rumah Saklt'
lePerintis Kemerdekaan,Veteran Pcjuang KemerdekaanyAnggota Dewan,Peserta Asuranp

si Keschatany Kartu Tanda Pengenal, ‘ ~
2ePenderita Kchakiman dan golongan tidak mampu:
3eAngzota Anikatan Berscenjatas

ae Buku d.inaS.

besurat.dari Komandan yang menyecbutkan bahwa apabila penderita dirawat dalamn

Rumah Sakit Tentara ia berhak dirawat dalam kelas berapas.

LeSemua golongans

Keterangan/riwayat penyakit (jlka ada) yanrs; diberikan oleh dokter yang mengoba

tinya,

Bagian ketigae
Titipan beaya perniandokan.
Pasal Ll-c

(L) Seorang penderita yang akan mondok, harus menitlpkan scjumlah uang kepada Te
ta~usaha Rumah Sakit untuk sepuluh hari pemondokane

(;) Dalam keadaan mcmaksa, Kepala Rumah’ Sakit dapat menyimpang dari ketentuan se
pcrti dlmaksud ayat (1) pasal ini. ,

Pasal 5e

bersangkutan ata
A pabila perawatan seseorang pender ita akan dilanjutkan,yang .
kcguargangq/pcnangpunb—'awabnya harus mcnltlpkqn lagi sejumlah uamg kepada Tata:
usaha Rumah .Sakit untuk scpululy hari pemondokan . berikutnya. .

PaS'\l 6o )

(1) Apabila ketentuan-ketentuan yang dlmaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Dae
rah ini tidak dipcnuhi, Kepala Rumah Sakit berhaks .
a.mengcluarkan penderita dari Rumah Sakit jika keadaan penyakitnya mengl jine

kans s ;
be momindahkan penderita kckelas untuk golongan tidalk mampu,jika pengeluaran

penderita dari Rumah Sakit tidak dapat dipertanggung jawabkan berHubung d
ngan kcadaan penyakitnyas.
' 2 t (1) pasal ini scgera.
2) Keputusan Kepala Rumah Sakit yang dimaksud dalam aya g
( dqﬁ tepat pada wajgtunya diberitahukan kepada keluarga penderlta/penanggung
jawabnyae . : ;
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Pasal 7, :
(1) Apablla sebrang pepderita dikeluarkan atau meninggal dunia, Tata-usaha_RuEh
mah Sakit membuat sdatu perhifungan penutup dan keleblhan pembayaran dikem
balikan kepada yang bersangkutan/koluarganyae '

(2) Apablla scorang penderita dikeluarkan karena mengabaikan dalam pcecmbayaran,
nercka yang bertanggung jawgb atas pembayaran itu tetap diharuskan melunae-
si hutang beaya pcmondokan. ; '

Bagian keempate
Harta benda penderita,

Pasal 8.

Penderita Yang mondok di Rumah Salkit tidak diperbolchkan mecmbawa uang,korok‘a-
pi,; benda~benda berharga, benda-benda tajam atau bonda-benda lain yang dapat
nenimbulkan bahayae

Bagian kelimae.
Bingkisan, surat - surate

Pasal 9.

(1) Bingkisén @n suratesurat untuk penderita yang dikirim lowat Pos, harus dis
bubuhi perangko yang cukup dan disampaikan dengan perantaraan Kepala Rumah
Sakite : :

(2) Kepala Rumah Sakit, setclah memeriksa isi bingkisan atau surat-surat dimak
sud, mempertinbangkan apakah kiriman itu bolch diterimakan kcpada penderde
ta mengingat keadaan penyakitnya, - . :

(3) Makakan atau barang-barang scperti yang dimaksud delam pasal 8 Peraturan -
‘Daerah ini tidak bolech dikirimkamn,

(4) Apabila kiriman itu tidak bolech diterimakan kepada penderita,kiriman  itu
_disimpan. :

Bagian keenane
Saat ncmengolte.

Pasal 10,

Saat dan kesenpatan untuk ncnengok orang-orang sakit ditentukan oleh Kepala Ru
nah Sakite .

: Bagian ketujuhs i
Permintaan ketcrangan keadaan,

Pasal 1ll,

Permintaan untuk mendapatkan keteorangan tontang kcadaan seorang penderita das
pat diajukan dengan tertulis/smrat yang dibubuhl perangko yang cukup kepada Ke
pala Rumah Sakit dengan menycbutkan apa hubungan penderita dengan yang mengaju
kan permintaan, : .

» Bagian kedelaparns
Penderita yang meninggal dunia dan penguburannya.

Pasal 12.
Apabila scorahg penderita meninggal dunia, Kepala Rumah Sakit harus memberitas=.
hukan hal itd kepada keluarga/penanggung jawabnya dalam waktu yang sesingkat =
singkatnya,

Pasal 13«

(1) Penguburan penderita yang meninggal dunia dan tidak diambil olch keluarga/
penanggung jawabnya diatur oleh Kepala Rumah Sakit dengan mengingat/menu -
rut agamanya, ‘

(2) Ketentuaneketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, beayanyas

asuntuk penderita yang tclah membayar beaya pemondokam,beaya penguburannya
dibebankan atas harta peninggalannya atau kepada keluarga/penangsung =ja
wabnya. vl

beuntuk penderita yang tidak mampu beaya penguburannya dibebankan kepada
Rumah Sakite ‘ ;

ceuntuk penderita kehakiman, beaya penguburannya dibebankan kepada Instane
sl Kchakiman/Kcjaksaan/Kepolisian,

(3) Apabila dikchendakil, kcluarga atau penanggung jawabnya dapat diljinkan mew
ngatur penguburan seorang penderita yang meninggal dunia asal tidak akan
memperlambat jenazah itu, : : S

Bagian--kescnbilan,
Jenazah yang dlibawa masuke
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(1) Jonazah yang dibawa nmasuk olch fihak kcpolisian,Kejaksaah atau Kehalci ng Bt
serta oled umum, untuk scmentara harus. disimpan di Rumah Sakit guna diada
kan.pcnyolidikan scperlunyasdan atau dibuatkah Visum et chertum.

(2) Sarat dan kectentuan mongenai pembuatan‘Visum ot Repertum akah . ditetapkan
kcrudian olch Kepala Dinas Keschatam Kabupaten setclah mendapatkan = persc
tujuan Bupati K0pala.Daoiah. |

(3) Pcnguburan jonazah-jcenazah itu akan diatur oleh Kepala Runah Sakit, BCke

dangkans? ;

2ebeaya penguburan dipikul oleh kcluarga atau penanggung jawabnya jika mb
rcka sanggup nciikulnya; o .

b.beaya penguburan dipikul oleh Rumah Sakit jika nercka yang dimaksud sub
a tidak sanggup nerikulnye} ' v

c.?gaya penguburan dipikul oleh Departehien Kchakiman/Kcejaksaan/Kepolisian
Jlka‘yang di@aksud dalan sub & tidak bangzgup menbeayainye dan jika jena
za§73§nazah itu dibawa olch instansi'Dcpartoncn,Kehakiman Kejaksaan/Kc-
polisian

(4) Ketentuan dalam pasal 13 ayat (3) Peraturan Dackah ini, untuk penderita -
Eondorita yang neninggal dunia juga berlaku untuk jenczah~jenazah yang di
awo nasuk,

BAB,III,
PEMBAGIAN KELAS.
Pasal 15.

Méngingat aken akomodasinya di Runah Sakit diadakan kclas~kelas:
Kelas Teladan
Kelas II
Kelas III
Kelas IV

BAB.IV,
PENENTUAN KELAS PERAWATAN.

Bagian pertana.
Untuk golongan unun.

Pasal 16.
Penderita dari golongan umun dirawat dalan Kelas yang dikchendaki selana ada
tempat yang luang. !
Bagian keduae
Untuk Perintis Kencrdckaan,
Pasal 17¢

(1) Perintis Kemerdekaan dan atau keluarganya berhak ncndapat perawatan da -
lam Kelas Teladan.

(2) Apabila tidak ada tcopatyang luamg dalan kelas torscbut pada ayat (1) pa
sal ini, nercka akan dirawat dalan kclas yang lebih rendah.\

Bagian ketigae
Untuk Veteran Pejuang Kencrdckaane

Pasal 18,

(1) Veteran Pcjuang Konerdckaan dan atau keluarganya berhak mendapat perawat
an dalan kclas IX,

(2) Apabila tidak ada tempat yanf luang dalan kolas tcrsebut pada ayat (1)
pasal ini, mcrcka akan dirawat dalam kclas yang lobih rendahe

Bagian kecnpate
Untuk Anggota Dewan

Pasal 19, /

(1) Anggota Dewan dan atau keluarganya berhak nendapat perawatan dalan kelas
Teladane

(2) Apabila tidak ada tempat yang luang dalan kclas tersebut pada ayat (1)
pasal ini, mereka akan dirawat dalan kclas yang lebih rendah._

Bagian kclimae
Untuk pescrta Asuransi Keschatame
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Pasal 20,

[=0
(1) Pescrta Asuransi Koschatan dan atau keluarganya dirawat dalan kclas yang di

tentukan olch Dana Asuransi Keschatan Pegawgie

(2) Apabila tidak ada teompat yang luang dalan kelas terscbut pada ayat (1) pa -
© sal ind, morcka akan dirawat dalam keclas yang lcbih rendah.

Bagian kcenane
Untuk anggota Angkatan Bersenjatas

Pasal 21.

(1) Ahghota Angkatan Bersenjata dan atau keluarganya,apabila ditempat tinggal -

. wya tidak ada Rumah Sakit Tentara dapat dirawat dalam Rumah Sakit dan dira-

wat dalam kclas sesuai dengan pernyataan Konmandannys scbagail dimaksud dalan
pasal 3 angka 3 sub b Peraturan Dacrah ini.

(2) Apabila tidak ada tempat yang luang dalan kelas yang dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini, yang bersangkutan dirawat dalam keclas yang lcbih rendah,

(3) Scrnua peraturan Rumah Sakit berlaku terhadap nercke.

Bagian kctujuh,
Untuk penderita Kehakimane

Pasal 22.
(1) Ponderita Kchakiman dirawat dalan kelas IVe.

(2) Penjagaan tcrhadap penderita Kchakinan diurus olch Instansi Kchakinan/Kejak
saan/Kepolisian sctelah berunding dengan Kepala Rumah Sakite

Baglian kcdelapanes
Untuk golongan tidak nanpue

Pasal 23,
Penderita yang tidak nanpu, dirawat dalam kclas IV,

E BAB. V.
TARIP BEAYA PEMONDOKAN DAN VISUM ET REPERTUM.

Baglan pertana,
Untuk unume
Pasal 21-!».
(1) Kepada sctiap orang penderita yang mondok dikcenakan beaya perondokam,nasing
nasing untuks: '
askclas Teladan sehari scmalam R, 7504~

bekclas II schani semalan Re 500 4=~
cekeclas IIIL schari semalan R 300,--
dekeclas IV - schari scnalan Re 250,--
(2) Untuk menghitung jurlah hari nondok, hari waktu kelmar dihitung penuh sc

dangkan harl waktu nasuk tidak dihitunge

(3) Dalan beaya pcmondokan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat.(6) pasal ini ,
tidak termasuk harga obat-obat, beaya pemoeriksaan laboratoriwm, pemakaian a
lat-alat pcmbalute . »

(4) Dalam hal sescorang setclah mondok beberapa waktu, kerudian ternyata bahwa
ia atau kcluarzanya/penanggung-jawabnya tidak sanggup lagl nembayar beaya
pernondokan untuk kelas dimana dia dirawat, yang bersangkutan dapat nengaju-~
kan kcberatanmya kepada Kepala Rumah Sakit agar penderita dipindah kekclas
yang lecbih rendah dan scsual dengan kenampuannyae

(5) Untuk ncndapatkan Visunm ct Repertum dikenalkan beayas
aeVisum et Repcrtun luar Pe 500 g=—
beVisun et Repertun dalsilt  Rpe2000,==

(6) Dalam kcadaan darurat/menaksa dengan persctujuan Bupati Kepala Daerah, Kepa
la Dinas Keschatan Kabupaten dapat nenurunkan atau nenaikkan ketentugn ta
rip pada ayat (1) pasal ini, setinggi-tingginya dengan 25 (duapu}uhllma)
proscn yang hanya bolch diberlakukan nulai pada tanggal 1 Januari gtau 1 Ju
1i, ,

Bagian keduae
Untuk Perintis Kencrdckaan,
Veteran Pejuang Kencrdeckaan,Anggota Dewane
s

Pasal 25e

(1) Perintis Kencrdckaan,Vetcran Pejuang Kenerdckaan,Angiota Dewan dan atau ang
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gota kcluarganya y~ng dlrawat den nondok dalan kelas ‘yang nasing-nasing
tentuken dalan pasal 17318,19 Peraturan Dacrah ini, dibebaskan dari pemﬁgh
yaran beaya perondokane ' :

(2) Penbebasan dari penbayaran sebagai yang disebut pada ayat (1) pasal ini,ha
nya tdapat diberikan apabila yang bersangkutan dapat nenunjukkan Kartu Tan-
da Pengenal schagal yan; dinaksud dalan pasal 1 Peraturan Dacrah ini,

(3) Bagl Vcteran nguapg Kenerdckaan yang nenghondaki dirawgt dan mondek pada
kelas yang lcbih tinggl, nercka diberlakukan sebagel penderita dari golong

an urmr dan harus ncnbayar lagi sendiri sclisih antara tarip kelas II dan
kelas yang lcbih tinggi, '

Bagian ketiga.
Untuk pescrta Asuransi Keschatan.

Pasal 26.

Pescerta Asu?ansi Keschatan dan anggota JFeluarganya dikemakan” poribayaran heaya
penondaokan tenurut kéetentudn=kctentuan yong diatur olch Dana_Asuransi Kceschate-
alle ’

Baginn kccenipat,
Untuk Angkatan Berscnjatas
Pasal 27,

Angiota Angkatan Bersenjata dan atau angsota keluarganya nenbayar beaya perions
dokan nenurut tarip yan, diatur dalan pasal 24 Poraturan Dacrah ini,

Bagian kelima,
Untuk penderita Kehakiman,

Pasal 28,

(1) Untuk penderita Kehakiman yang dirawat dan mondok di Rumah Sakit, Departe-
men Kehakiman/Kejaksaan/Kepolisian membayar beaya pemondokan untuk kelas
IVa

(2) Mereka yang berstatus tahanan atas permintaan yang bersahgkutan atau kelu-
arganya dapat nondok dalain kelas yang lebih tinggi asal ada tempat yang lu
ange

(3) Dalam hal yang tersebut pada ayat (2) pasal ini, rereka diberlakukan seba=
gal penderita dari golongam-umun dan harus nenbayar lagl sendiri selisih
anatara tarip kelas IV dan kelas yang lebih tinggie o :

Bagian keenail,
Untuk golongan tidak nampue

Pasal 29.

(1) Penderita dari golongan tidak manpu,dibebaskan dari penbayaran beaya perion
dokarn, - '

(2) Penbebasan dari kewajiban pembayaran beaya permondokan tersebut padg ayat
(1) pasal ini, hanya diberikan apabila yang bersangkutan dapat nenunjukkan
surat-keterangan sebagai yang dimaksud dalan pasal 1 ayat (1) sub m Peratu
ran Daerah ini,

BAB VI
HARGA OBAT-OBAT, OBAT SUNTIK,PEMERIKSAAN LABORA
TORIUM, PEMAKAIAN ALAT-ALAT PEMBALUT,

Pasal 30,

(1) Harga obat—obat,obat suntik,beaya penyuntikan,beaya pemeriksaan laboratori
um,pemakaian alatwalat pembalut akannditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehat—
an Kabupaten dengan persetujuan Bapati Kepala Daerah.

(2) Perintis Kemerdekaan,Veteran Pejuang Kemerdekaan,Anggota Dewan beserta ang
gota keluarganya, begitu pula golongan tidak mampu dibebaskan dari pembaya
ran harga obat-obat,obat suntik,beaya penyuntikan,beaya pemerikgaan labora
toerium,pemakaian alat-alat pembalut, ‘ -

(3) Dalam hal Rumah Sakit .tidak dapat melayani obat tertentu atau tidak dagat
mehgadakan pemeriksaan laboratorium, Rumah Sakit dapat memberikan petunjuk
pembelian obat diluar atau-pemeriksaan laboratorium ditempat lain dan semu
a biaya dipikul oleh yamg bersangkutamn,

BAB.VIT, o
PENGGUNAAN. MOBIL AMBULANCEZJENAZAH,
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Pasal 31. ' 4

Tarip pcnggunaan.mobil ambulance/jenazah akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Ke:[l
hatan Kabupaten dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah, '

BAB,VIII,
MENU' MAKANAN ;MAKANAN PANTANGAN,

-Fasal 32,
Menu makanan pokok untuk semua kelas ditetapkan Kepala Rumah Sakite
: Pasal 33,
Makanan pantangan (dieet) hanya diberikan atas perintah Kepala Rumah Sakit.

BAB,IX,
LAIN-LAIN,

Pasal 34,

. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kenudian
. oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB X.
KETENTUAN PENUTUP,

. 5
Pasal 33 3

(1) Peraturan Daerah ini dapat discbut Peraturan Dacrah tcntang "R UMAH. SAKIT
Kabupaten Dacrah Tingikat II Kebumen dan mulai berlaku pada hari pertama .sc-
telah hari pengundangannya.,

(2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Dacrah ini,tidak berlaku lagi Peratur
an Dacrah Kabupaten Kebumen tanggal. 9 Oktober 1964 tentang Runah Sakit Umum
scbagaimana teclah diubah yang terakhir dengan Peraturan Decrah tanggal 11 A
gustus 1971 diundangkan tanggal 15 Nopember 1973 dimuat dalam Lembaran Dac-
rah Jawa Tongah Seri C tahun 1973 No, 1906~

. Kébumen, 19 Jumi 1976,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAH KABUPATEN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT

DAERAH TINGKAT II KEBUMEN, K EBUMEN,,
KETUA, | = :
ReSOEMADII PARTOATMODJO, | R.SOEPENO SOERJODIPRODJIO,

Disahkan dengan kcputusan Gub.Kep,Daerah Jawa r‘Eevrrgah tHl.29-10-76
No: Huk..45/P/1976. ~

Di undangkan pada tgl,9-11~1976, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabe
Kebunen Tahun 1976 Seri B No,7.

- e e e e e e e e e m e = =t DPENJELASAN =~ == =~ - N

I, UMUM:

Bahwa bidang=kesechatan dan Rumah Sakit khususnya adalah morupakan

usaha yang berfungsi sosiale .

Prinsip otonomi adalah nyata (riil) dan bertanggungjawab dalanm arti.bah- .
wa pemberian otomomi kepada Dacrah haruslah didasarkan pada faktor-faktor
perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kcbijaksa
naan yang benar-benar dapat menjanin Dacrah sccara nyata danpu nomsurus ru
nah tangga sendirie : ' A :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka didalan nengelola/mengurus Ru -
nah Sak@t, diterpuhlal kebijaksaraca sedciiikian rupa sehingga an?ara penge
luaran dan pencrimaan terdapat keseimbangan, nmamun tanpa nengabaikan fung-
si sosialnya, _ .

Begltu pula sebagai penghargaan atas jasa/mengingat akan kedudukan serta
nengingat akan konanpuan, kepadn golongan—~golongan tortentu diboerikan pela
yanan dengan cuna-cuma, _ :

IT. PASAL DEMI PASAL:

Pas 1l 1 s/d 11 : cukup jelaso : _

Pasal 12 ¢ pemberitahuan kepada kecluarganya/penanggung jawabnya da}am
waktu singkat dimasud agar Rumah Sakit mendapat kepastian
penyelesaian penguburan jenazahnyae

Pasal 13 s/d 23: wukup. jelase -

Pasal 24 ayat (1) s/d (5) : cukup jelas, o :

Pasal 24 ayat (6): Ayat (6) pasal ini dimaksudkan apabila sewaktu-waktu ke
adaan harga makanan berubah,Kcpala Dinas Keschatan Kabupa -
ten dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ke
buien dapat mengadakan penyesuaian beaya pemondokane
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